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PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN NOMOR
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Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa penyelenggaraan uji coba pelayanan telemedicine
telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan
Nomor HK.01.07/Menkes/650/2017 tentang Rumah
Sakit dan Puskesmas Penyelenggara Uji Coba Program
Pelayanan Telemedicine sebagaimana telah diubah
dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
HK.01.07/Menkes/454 /2018 tentang Perubahan atas
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
HK.01.07/Menkes/650/2017 tentang Rumah Sakit dan
Puskesmas Penyelenggara Uji Coba Program Pelayanan
Telemedicine;

bahwa dalam rangka pemenuhan indikator tahun 2018
pada program pembinaan upaya kesehatan dalam
Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-
2019, perlu dilakukan penambahan rumah sakit
khususnya rumah sakit pengampu telemedicine nasional

dalam penyelenggaraan uji coba pelayanan telemedicine;



Mengingat

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Keputusan Menteri Kesehatan tentang Perubahan Kedua
Atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
HK.01.07/Menkes/650/2017 tentang Rumah Sakit dan
Puskesmas Penyelenggara Uji Coba Program Pelayanan

Telemedicine;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang
Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3676);

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik
Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4431);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5952);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah
Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5072);



10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5607);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
269 /Menkes/Per/Il1/2008 tentang Rekam Medik;
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
780/Menkes/Per/VIII/2008 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Radiologi;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
2052 /Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan
Pelaksanaan Praktik Kedokteran (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 671);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 1508) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 945);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 90 Tahun 2015
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di
Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan Terpencil dan
Sangat Tepencil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 16);



13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor

1014 /Menkes/SK/VIII/2008 tentang Standar Pelayanan
Radiologi Diagnostik di Sarana Pelayanan Kesehatan
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri
Kesehatan Nomor 410/Menkes/SK/III/2010 tentang
Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
1014 /Menkes/SK/XI/2008 tentang Standar Pelayanan

Radiologi Diagnostik di Sarana Pelayanan Kesehatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PERUBAHAN
KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN NOMOR
HK.01.07/MENKES/650/2017 TENTANG RUMAH SAKIT DAN
PUSKESMAS PENYELENGGARA UJI COBA PROGRAM
PELAYANAN TELEMEDICINE.

Pasall

Ketentuan Diktum KETIGA dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor

HK.01.07/Menkes/650/2017 tentang Rumah Sakit dan Puskesmas

Penyelenggara Uji Coba Program Pelayanan Telemedicine diubah, sehingga

berbunyi sebagai berikut:

KETIGA : Rumah sakit pengampu telemedicine nasional sebagaimana

dimaksud dalam Diktum KESATU huruf a terdiri atas:

a.
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RSUPN dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta;
RSUP dr. Wahidin Soedirohusodo Makassar;
RSUP dr. M. Hoesin Palembang;

RSUP dr. Kariadi Semarang;

RSUP dr. M. Djamil Padang;

RSUP dr. Hasan Sadikin Bandung;

RSUP Sanglah Denpasar;

RSUP Prof. dr. Kandou Manado;

RSUP Fatmawati Jakarta; dan

RSUD Wahab Syahrani Samarinda.



Pasal II

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 31 Desember 2018

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK



